BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG
HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

Menimbang :

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESISIR SELATAN,

a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat

1.

Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 170/38/DPRD-
PS/1/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Usulan Revisi
Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, dan
hasil kajian dan rekomendasi Badan Usaha Jasa Keuangan
Konsultasi CV. FAF Rekayasa Konsultan, Nomor Kontrak :
08/SPK/SEK DPRD-PS/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020,
sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan
Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor S5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;

bahwa hasil kajian dan rekomendasi dari sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah direview oleh Inspektorat
Kabupaten Pesisir Selatan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir
Selatan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah  Otonom  Kabupaten Dalam
Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jo
Undang-Undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang
Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera



Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957
Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 21
Tahun 1957 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra
Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I
Sumatera Tengah Sebagai Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1643);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah
serta  Pelaksanaan dan  Pertanggungjawaban Dana
Operasional;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten
Pesisir Selatan Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 230);

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 29 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan
Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 29 TAHUN 2017 TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN
DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2017 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan
dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun
2017 Nomor 29), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Tunjangan perumahan diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota
DPRD yang belum disediakan Rumah Dinas oleh Pemerintah Daerah dengan
besaran sebagai berikut :

a. Wakil Ketua : Rp.7.022.000,-/bulan; dan
b. Anggota : Rp.5.059.000,-/bulan
Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir
Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 28 MEI 2021
BUPATI PESISIR SELATAN,

dto
RUSMA YUL ANWAR
Diundangkan di Painan
Pada Tanggal 28 MEI 2021
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,

dto

EMIRDA ZISWATI
BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2021 NOMOR 19



